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ABSTRAK 

 

 

Marinus Karangan. 91711403161076, Kewenangan Satuan Reserse Kriminal 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Menurut 

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Di 

bimbing oleh Moh. Irfan Latowale dan Jemmy Dedi Rengku. 

 

Kata Kunci : Kewenangan, Penegakan Hukum 

  

     Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP yang mengatur tentang 

sistem peradilan pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya 

kepada POLRI. Dengan kata lain setiap anggota POLRI, baik itu pengemban 

fungsi Intel, Samapta, Bimnas maupun Reserse dapat melaksanakan fungsi 

penyelidikan. Pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan 

hukum tentang fungsi kepolisian sebagai penyidik dan untuk mengetahui  

penerapan kewenangan satuan reserse dalam penegakan hukum. Penelitian ini 
menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-

undangan serta menggunakan conceptual approach atau pendekatan konseptual 

    Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan suatu kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk peraturan tentang fungsi 

kepolisian sebagai penyidik. Pengaturan tentang fungsi kepolisian sebagai 

penyidik diatur secara terperinci dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang KUHP Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan 

Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Opersional Prosedur 

Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Kewenangan satuan reserse dalam 

melakukan penegakan hukum dapat dilihat dar diberikannya hak diskresi kepada 

polri dalam hal penegakan hukum terutama dalam hal penangkapan, penahanan, 

pemeriksaan dan penyitaan. 

 

 

 


